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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi 

penerapan sanksi untuk meningkatkan disiplin penyelenggara negara di Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya, dan menganalisis cara terbaik penerapan sanksi 

dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan populasi 32 

orang dan sampel 32 orang. Pada saat yang sama, data penelitian dikuantifikasi menggunakan 

skala Likert, dan program SmartPLS digunakan untuk menganalisisnya menggunakan uji statistik 

koefisien jalur. Pendekatan pengumpulan data meliputi observasi, angket, dan pemeriksaan 

dokumen. Dalam hal peningkatan disiplin aparatur sipil negara di Sekretariat Dewan Perwakilan 

Daerah Kabupaten Jayawijaya, penelitian menemukan bahwa optimalisasi penerapan sanksi 

merupakan faktor yang paling berpengaruh (81,8% dari total), sedangkan sisanya sebesar 18,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain. Temuan ini juga menjawab pertanyaan kedua mengenai topik 

tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa kedisiplinan pegawai negeri sipil di Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat ditingkatkan secara signifikan dengan 

mengoptimalkan penerapan hukuman. Dengan demikian, maka optimalisasi penerapan sanksi 

mesti dimaksimalkan, demi terwujudnya kedisiplinan para pegawai, sehingga visi, misi, dan tugas 

yang diemban oleh para pegawai yang bekerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Jayawijaya dapat terlaksana dengan baik. 

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Optimalisasi Penerapan Sanksi, Peningkatan Disiplin. 

 

PENDAHULUAN 

Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN merupakan panggilan bagi pegawai 

pemerintah dan pegawai negeri sipil dengan kontrak kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang hal tersebut. Pegawai negeri, termasuk ASN, mempunyai tanggung 

jawab untuk memberikan contoh pengendalian diri bagi masyarakat (Laksana & Firdaus, 

2023). Memiliki kedisiplinan berarti ASN bisa mentaati peraturan perundang-undangan 

dan tidak mendapat kesulitan jika melanggarnya (Rauzi, 2022).  

Dalam amatan peneliti di Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya, tampak jelas 

bahwa pada beberapa jenis tugas yang menjadi kewajiban seorang ASN dari waktu ke 

waktu terus menurun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sikap disiplin dalam diri 

aparatur, seperti: tidak mengikuti apel pagi, absen dari tugas, bolos pada jam kerja, 

menunda pekerjaan, hingga terlibat dalam kegiatan yang merugikan, baik pribadi maupun 

negara. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan bahwa sikap disiplin pegawai di 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya tahun 2022, belum bisa dikategorikan baik. 

Sikap kurang disiplin dari ASN memberikan dampak yang buruk dalam pelaksanaan tugas 
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pokok dan fungsi serta mempengaruhi menurunnya sikap disiplin dari aparatur lainnya 

yang telah dinilai baik. Dari hasil rekapan menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tidak 

mengikuti apel pagi (secara akumulatif) dari bulan Januari-Desember 2022, terdapat 25 

pegawai yang tidak mengikuti apel/kurang dari 50% (115 hari jam kerja), walau jumlah 

kehadiran mereka rata-rata lebih dari 50%, dimana hanya 2 pegawai yang kehadirannya 

dibawah 50% dari jumlah total hari kerja di tahun 2022 (230 hari). Tindakan indisipliner 

ini, tentunya bertentangan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut Hasibuan (2013:66) dalam Emelda (2019) dan 

Amaludin (2021), terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kedisiplinan 

pegawai, dimana salah satunya adalah sanksi hukum. Baik pemeliharaan disiplin maupun 

koreksi perilaku disiplin di tempat kerja sangat bergantung pada konsekuensi hukuman 

(Rauzi, 2022). Tujuan utama penerapan hukuman adalah untuk mendidik dan 

mendisiplinkan individu yang tidak mematuhi standar institusi dengan memberikan 

hukuman yang adil dan tepat (Hasibuan, 2016). Singodimedjo berpendapat (dalam Nani & 

Wijaya, 2020 bahwa tindakan disipliner memastikan pekerjaan karyawan dilakukan secara 

konsisten sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan (Sedarmayanti, 2016). 

Dalam penelitian Nuryadin et al. (2016), tindakan disiplin yang dilakukan pejabat 

Sekretariat Daerah Kota Bima paling banyak terkena hukuman yang bersifat punitif, 

meskipun karakteristik kepemimpinan dan pengawasan tidak berbeda nyata. Variabel 

penalti berpengaruh signifikan terhadap disiplin ASN menurut penelitian (Suriadi et al., 

2022). Di sisi lain, Bandiyono et al. (2021) menemukan bahwa hukuman tidak 

berpengaruh terhadap disiplin, meskipun insentif berpengaruh. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, timbul beberapa pertanyaan yang membutuhkan 

perhatian khusus yaitu bagaimana optimalisasi penerapan sanksi dalam meningkatkan 

disiplin aparatur sipil negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Jayawijaya? Selain itu, bagaimana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat menentukan cara yang paling efektif dalam 

menegakkan tindakan disiplin terhadap pegawai negeri? Oleh karena itu, tujuan utama 

penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi efektifitas 

penerapan sanksi penguatan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya. 

 

METODOLOGI 

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang mencakup 

analisis korelasi antar variabel yang berbeda (Kismartini & Yusuf, 2023). Informasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sumber sekunder yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian (Adamy, 2016). Pengumpulan data dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala Likert empat poin: 1 = sangat tidak 

setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, dan 4 = sangat setuju. Pemilihan skala likert dilandasi 

dengan alas an untuk melihat range pendapat dari tiap-tiap responden agar lebih objektif. 

Pendekatan pengambilan sampel jenuh digunakan, yang melibatkan survei seluruh 

populasi (Ardiansyah & Sulistiyowati, 2018). Dengan demikian, maka jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh ASN pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 32 orang (Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jayawijaya, 2019), dengan observasi dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. 

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan bantuan program SmartPLS untuk menguji 

hubungan kausal antara optimalisasi sanksi dan disiplin pegawai (Arrasyid et al., 2022). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Demografi Responden 

Peneliti dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya 

mensurvei 32 warga masyarakat; jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, 

dan usia rata-rata responden adalah di atas 46 tahun. Pada saat yang sama, gelar terakhir 

responden terbanyak adalah S1, dan distribusi peringkat responden agak seragam (Tabel 

2). 
Tabel 2. Profil demografi responden (n=32) 

Karakteristik 
Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 20 62,5 

Perempuan 12 37,5 

Usia 

21 - 25 Tahun 1 3,125 

26 - 30 Tahun 1 3,125 

31 - 35 Tahun 7 21,875 

36 - 40 Tahun 3 9,375 

41 - 45 Tahun 5 15,625 

46 - 50 Tahun 10 31,25 

51 - 55 Tahun 5 15,625 

Pendidikan Terakhir 

 

SMA 5 15,625 

D3 2 6,25 

S1 17 53,125 

S2 8 25 

Pangkat 

II/B 3 9,375 

II/C 2 6,25 

II/D 1 3,125 

III/B 6 18,75 

III/A 8 25 

III/C 2 6,25 

III/D 6 18,75 

IV/A 2 6,25 

IV/B 2 6,25 

Model Penelitian Tervalidasi, Validitas Data, dan Reliabilitas Data 

Menurut Hair Jr et al. (2016), loading factor, average variance extracted (AVE) dan 

composite reliability harus diukur. Composite reliability juga dianggap sebagai ukuran lain 

untuk menentukan keandalan indikator konstruksi. Sementara AVE mengacu pada jumlah 

rata -rata varian yang menjelaskan konstruksi variabel laten. Menurut (Hair & Babin, 

2018; Hair Jr et al., 2016), nilai ambang batas dari loading factor mesti > 0,7. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh (Ahmed & Ward, 2016; Karahanna et al., 2006) juga mengatakan 

idealnya nilai ambang batas dari loading factor adalah > 0,7. 
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Data yang terdiri dari konstruk: disiplin aparatur sipil negara dan pelaksanaan 

hukuman diuji dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh peneliti. Dengan 

memeriksa nilai Convergent Validity dan Discriminant Validity yang terdapat pada hasil 

skor outer model yaitu nilai Average Variance Extracted (AVE) dan outer loading, kita 

dapat menentukan reliabilitas dan validitas model pengukuran. Nilai-nilai ini harus lebih 

besar dari 0,5 agar dianggap valid. Pada proses pengolahan, pereduksian pernyataan dan 

indikator, diberlakukan untuk memaksimalkan hasil perhitungan validitas data, apabila 

ditemukan data yang berada di bawah ambang batas 0,7 pada loading factor. Setelahnya, 

pengolahan data akan dilakukan ulang demi mendapatkan hasil yang maksimal. 
Tabel 3. Validitas Data 

Variabel 
Indikator/ 

Pernyataan 

Outer 

Loadings 

Average Variance 

Extracted (AVE) 
Keterangan 

Penerapan 

Sanksi (X) 

X.1 -0,224 

0,734 

Tidak Valid 

X.2 0,673 Tidak Valid 

X.3 0,678 Tidak Valid 

X.4 0,892 Valid 

X.5 0,871 Valid 

X.6 0,823 Valid 

X.7 0,858 Valid 

X.8 0,846 Valid 

X.9 0,832 Valid 

X.10 0,803 Valid 

X.11 0,882 Valid 

X.12 0,897 Valid 

Disiplin 

Aparatur 

Sipil Negara 

(Y) 

Y.1 0,766 

0,672 

Valid 

Y.2 0,876 Valid 

Y.3 0,824 Valid 

Y.4 0,774 Valid 

Y.5 0,885 Valid 

Y.6 0,849 Valid 

Y.7 0,726 Valid 

Y.8 0,775 Valid 

Y.9 0,732 Valid 

Y.10 0,880 Valid 

Y.11 0,904 Valid 

Sumber: Diolah penulis menggunakan SmartPLS 3.3.3. (2023) 

Hasil uji validitas, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3 di atas, menunjukkan 

tiga dari 12 indikator variabel X, tidak valid. Sehingga peneliti melakukan pereduksian 

dengan tujuan hasil yang didapatkan lebih maksimal. Pereduksian dilakukan dengan 
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membuang 3 indikator yang dinyatakan tidak valid. Dengan demikian, maka terdapat 9 

indikator dalam variabel X yang dinyatakan valid, dengan nilai yang ditunjukkan dalam 

Tabel 3. Sementara itu, hasil uji validitas data juga menunjukkan bahwa semua variabel Y 

memiliki nilai outer loading > 0,70 serta memiliki nilai AVE > 0,50. Dengan demikian, 

dapatlah disimpulkan bahwa semua variabel, dinyatakan valid atau memenuhi nilai 

convergent validity dan discriminant validity. 

Uji Reliabilitas 

Dalam uji reliabilitas menggunakan Smart PLS, nilai Cronbach’s Alpha dan 

Composite Reliability secara berturut-turut, mesti lebih dari 0,60 dan 0,70 untuk bisa 

dikatakan reliabel (Rasyid & Pribadi, 2021). 
Tabel 4. Uji Reliabilitas Data 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 
Keterangan 

Penerapan Sanksi (X) 0,954 0,957 0,961 Reliabel 

Disiplin Aparatur Sipil 

Negara (Y) 
0,951 0,956 0,957 Reliabel 

Sumber: Diolah penulis menggunakan SmartPLS 3.3.3. (2023) 

Nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel X dan variabel Y masing-masing sebesar 

0,954 dan 0,951 seperti terlihat pada Tabel 4. Sedangkan nilai Composite Reliability untuk 

X dan Y masing-masing sebesar 0,961 dan 0,957. Cronbach's Alpha lebih dari 0,60 dan 

Composite Reliability lebih besar dari 0,70 dapat dilihat pada Tabel 4. Oleh karena itu uji 

reliabilitas dilalui oleh variabel pengukuran pelaksanaan hukuman dan disiplin terhadap 

pejabat publik negara. Setelah uji validitas dan reliabilitas model luar telah terlampaui, 

maka dapat dilanjutkan dengan pengukuran model dalam. 

Pengujian Inner Model 

Konstruk model penelitian, nilai signifikansi, dan R kuadrat diperiksa dengan 

pengujian inner model. Signifikansi koefisien parameter rute struktural dan R-kuadrat 

untuk uji t konstruk dependen digunakan untuk menilai mode struktural. Sebelum 

melakukan evaluasi model PLS lebih lanjut, sebaiknya dilakukan pengecekan nilai R 

square dari masing-masing variabel laten dependen (Kusuma & Pribadi, 2020). 
Tabel 5. Pengujian Inner Model 

Variabel R Square 

Disiplin Aparatur Sipil Negara (Y) 0,818 

Sumber: Diolah penulis menggunakan SmartPLS 3.3.3. (2023) 

Menurut Hamid & Anwar (2019), Rule of Thumb untuk pengujian R Square dapat 

dijustifikasi: 

1. Jikal nilail R-Squarel = 0,75 lmaka lsubstansial l(besar/kuat) 

2. Jikal nilail R-Squarel = 0,5 lmaka lmoderat l(sedang) 

3. Jikal nilail R-Squarel = 0,25 lmaka llemah l(kecil) 

Dengan mengacu pada rule of thumb tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel yang mempengaruhi “Disiplin Aparatur Sipil Negara”, yakni variabel “Penerapan 

Sanksi”, memiliki tingkat pengaruh yang besar/kuat, sebagaimana hasil pengukuran R 

Square yang ditunjukkan dalam Tabel 5. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa 81,8% 

variabel “Disiplin Aparatur Sipil Negara” dipengaruhi oleh variabel “Penerapan Sanksi”, 

sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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Pengujian Hipotesis 

Setelah validitas dan reliabilitas data telah ditetapkan, teknik bootstrap resampling 

digunakan untuk menguji hipotesis antar variabel, yaitu variabel independen versus 

variabel dependen. Statistik t merupakan statistik uji yang digunakan (uji t). Tabel t 

memberikan nilai t komparatif untuk penyelidikan ini. Jika nilai T statistik lebih dari 1,96 

dan nilai P kurang dari 0,05 maka pengujian dianggap signifikan (Haryono, 2017). 
Tabel 6 Uji Hipotesis 

Variabel 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

׀ O/STDEV׀ )
) 

P Values 

PS → D_ASN 0,905 0,913 0,032 28,415 0,000 

Keterangan: PS = Penerapan Sanksi 

D_ASN = Disiplin Aparatur Sipil Negara 

Sumber: Diolah penulis menggunakan SmartPLS 3.3.3. (2023) 

Pada Tabel 6, terlihat bahwa H1/Ha diterima, yang ditandai dengan nilai T statistics 

> 1,96 dan P values < 0,05 (berwarna hijau). Dengan demikian maka secara otomatis H0 

pun ditolak. Berdasarkan Tabel 6 di atas juga, dapat disimpulkan bahwa variabel 

“penerapan sanksi” berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel “disiplin Aparatur 

Sipil Negara”. Adapun kesimpulan dari keseluruhan pengolahan data pada Smart PLS 

3.3.3. ldapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
Gambar 1. Model Penelitian Tervalidasi 

 
Sumber: Diolah penulis menggunakan Smart PLS 3.3.3 (2023) 

Kajian menemukan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Jayawijaya melihat adanya peningkatan signifikan dalam disiplin ASN setelah melakukan 

upaya optimalisasi penerapan hukuman. Hasil pengolahan data menggunakan Smart PLS 

3.3.3 pada inner model dan uji hipotesis menunjukkan optimalisasi penerapan sanksi 

berpengaruh positif-kuat dan signifikan dalam meningkatkan disiplin ASN. 

Menurut Arrasyid et al. (2022), sanksi hendaknya diterapkan untuk setiap tingkatan 

indisipliner, dengan tujuan mendidik dan menjadi dasar untuk memotivasi dan memelihara 

kedisiplinan. Penerapan sanksi sendiri terklasifikasi menjadi tiga kategori, yakni 

penerapan sanksi skala ringan, sedang, dan berat. Mengacu pada tanggapan responden, 

mayoritas responden setuju untuk diterapkan sanksi ringan dan sebaliknya tidak setuju 

dengan sanksi berat. Dari hasil pengolahan data (inner model), ditunjukkan bahwa 

optimalisasi penerapan sanksi berpengaruh kuat dalam meningkatkan disiplin pegawai, 

dengan nilai 0,818 atau 81,8%. Sementara dalam uji hipotesis, dapat dilihat bahwa nilai t 
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statistics jauh berada di atas ambang batas yang ditetapkan, yakni dengan nilai 28,415, 

dimana jauh di atas 1,96. Dengan demikian, maka optimalisasi penerapan sanksi secara 

signifikan berpengaruh kuat dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. 

Penelitian terdahulu berjudul “Pengaruh Kepemimpinan, Pengawasan Dan Sanksi 

Hukuman Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Sekretariat Daerah Kota Bima” (Nuryadin et 

al., 2016) sejalan dengan ini. Nilai t-hitung sebesar 3,954 lebih besar dari t-tabel dengan 

ambang batas signifikansi 0,05 (5%) yaitu 1,985 menunjukkan bahwa hukuman 

berpengaruh signifikan terhadap disiplin kinerja aparatur menurut Nuryadin et al. (2016).  

Selain itu, penelitian Suriadi et al. (2022) dengan judul “Pengaruh Sanksi Terhadap 

Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana”, 

menguatkan temuan penelitian saat ini dengan menemukan bahwa variabel sanksi 

berpengaruh signifikan terhadap disiplin ASN; dengan menggunakan perhitungan yang 

sama dengan kedua penelitian sebelumnya, nilai t hitung lebih tinggi dibandingkan nilai t 

tabel. 

Penelitian ini, sekaligus juga berkebalikan dengan penelitian sebelumnya, yakni 

penelitian dari Bandiyono et al. (2021), berjudul “Pengaruh Reward dan Punishment 

Terhadap Kedisiplinan Pegawai” di KPP Madya Palembang, dimana penelitian Bandiyono 

et al. (2021) menjelaskan bahwa pemberian sanksi tidak berpengaruh terhadap 

kedisiplinan pegawai. 

Mengingat hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan kinerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya ke depan, maka 

perlu dilakukan optimalisasi penerapan sanksi guna mencapai disiplin pegawai dan 

menjamin terlaksananya visi, misi, dan tugas pegawai. karyawan dilaksanakan secara 

efektif. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi 

penerapan sanksi memiliki pengaruh positif-kuat dan signifikan dalam meningkatkan 

disiplin pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya, 

dimana nilai T statistics > 1,96 yakni sebesar 28,415 dan P values < 0,05 yakni dengan 

nilai 0,000. Artinya, semakin dioptimalkannya penerapan sanksi maka semakin tinggi 

tingkat kedisiplinan pegawai. 

Dalam upaya peningkatan kinerja para pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam kurun waktu ke depan, maka optimalisasi 

penerapan sanksi mesti ditegakkan, demi terwujudnya kedisiplinan para pegawai, sehingga 

visi, misi, dan tugas yang diemban oleh para pegawai yang bekerja di Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat terlaksana dengan baik. 

Untuk mendapatkan temuan yang lebih bernuansa, peneliti selanjutnya harus lebih 

spesifik ketika mengkaji variabel tambahan yang mempengaruhi disiplin pegawai di 

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah. 
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